
PERUBAHAN ATAS
TENTANG PEDO

PEMBANGUNAN

Menimbang

BUPATI SOLOK
(PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR 46TAHUN 2020

TENTANG
PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2017

MAN PELAKBANAAN
MUSYAWARAH PERENCANAANF

ECARA ELEKTRONIK (e-MUSRENBANG) DI
KABUPATEN SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOLOK,

: a. bahwa dalam rangka penerapan pelaksanaan musyawarah
perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara

elektronik (e-Musrenbang) di Kabupaten Solok, telah

ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017
Tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Secara Elektronik (e-Musrenbang) di

Kabupaten Solok,
b. bahwa dalam penerapan sistim informasi pengolahan data

yang terintegrasi antara perencanaan dengan

penganggaran maka terhadap Peraturan Bupati
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dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan
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fa dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
ti Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor

Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan

yawarah Perencanaan Pembangunan Secara Elektronik

usrenbang) di Kabupaten Solok,



Mengingat .Uridang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25):
. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421),
. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4843):
. Urjdang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4846):
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Uridang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

1

2.

3.

4.

5.

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Nekara Republik Indonesia Nomor 5679):
. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana6.

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 200S5-

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700):

. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang7.

Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota
Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah
Kertamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137,

Tafabahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4447),



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14.

15.

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang8.

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah:

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang9.

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Rebublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322):
KA

Hasan

Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang
pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di

ecIntruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan

dah
Strategi Nasional Pengembangan E-Government:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
terrtang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tertang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

terjitang Sistem Informasi Pemerintah Daerah,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2014

tertang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah:

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SECARA ELEKTRONIK (E-MUSRENBANG)
DI KABUPATEN SOLOK.K



Pasal I ag
Diantara pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 28
Tahun (2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Secara Elektronik (e-Elektronik)
Di Kabupaten Solok (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun
2017 Nomor 30) disipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 3a
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3a
Dalam mewujudkan konsistensi, akuntabilitas, transparansi
perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, e-Musrenbang
terintegrasi melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Isetiip orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Solok:

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 2 September 2020

BUPATI SOLOK,
—

GUS
Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 2 Seprember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

|.
( : —

ASWIRMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2020 NOMOR 46


